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Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati’ bersama
antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan DPR Papua Barat untuk selanjutnya
dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
APBD Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan hzl tersebut di atas, para pihak sepakat
terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi — asumsi dasar dalam
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatar dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun
Anggaran 2023, Perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan
daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
APBD dan APBD Tahun Anggaran 2023. Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun
Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak

terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepgkatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023,

Manokwari, 05 Desember 2022

PIMPINAN
Pj.GUBERNUR PAPUA BARAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PAPUA BARAT
Selaku, Selaku,
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Drs. PAULUS WATERPAUW, M.Si

CARSTEN -0 MALIBELA, S.IP
WAKIL KETUA IV
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1.1 Latar Belakang

Pembangunan dacrah dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki
dan bertujuan untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan,
kesempatan kerja, lapengan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing,
maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Pembangunan daerah yang baik
didasarkan pada perencanaan yang bertumpu pada penetapan prioritas pembangunan
terbasiskan pada keinginan/aspirasi rakyat. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah
dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Propinsi Papua Barat Tahun 2023 disusun
berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Propinsi Papua Barat Tahun
2023 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Papua Barat Tahun 2023.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Barat Tahun 2023
merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua
Barat Tahun 2023 — 2026. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Papua Barat Tahun 2026 tersebut dilaksanakan melalui mekanisme musrenbang yakni
wahana untuk mempertemukan hasil perencanaan teknokratis — partisipatif yang dilakukan
OPD Provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan para pemangku kepentingan
lainnya dalam rangka penyerasian perencanaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka
penguatan sinergitas nasional. Hal tersebut dimaksudkan untuk pemanfaatan dan pengalokasian
sumbper daya yang adz dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk merealisasikan pelaksanaan pembanguanan di Provinsi Papua Barat maka pada
tataran operasisonal pelaksanaan pembangunan, perencanaan tersebut ditetapkan untuk
memberikan arah terhadap kegiatan pembangunan yang hendak dilaksanakan serta
memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan. Rancangan Akhir RKPD ini pada akhimya menjadi pedoman yang akan digunakan
Pj Gubernur Papua Barat, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2021 tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan
Kepala Daerah Berakhir di Tahun 2022 dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA)
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dalam penyusunan RKPD, pemerintah Provinsi Papua Barat menerapkan beberapa
pendekatan sebagairrana diatur dalam UndzngUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud, meliputi:
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1. Pendekatan teknokratik menggunakan metode. dan kerangka berpikir ilmiah untuk .

mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

3. Pendekatan politik dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi daerah ke dalam

dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dibahas bersama dengan DPRP;

4. Pendekatan atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up) merupakan hasil
perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan

mulai dari Kampung, Distrik, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

Selain itu, proses penyusunan RKPD sebagai sebuah perencanaan pembangunan daerah
yang berorientasi pada substansi, menggunakan beberapa pendekaran spesifik sebagai berikut:

1. Pendekatan perencanaan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial.

a. Pendekatan Holistik-Tematik: dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan
" unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan fakior potensi, tan:angan,
hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

b. Pendekatan Integratif: dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan
kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan
pembangunan daerah.

c. Pendekatan Spasial: dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan

dalam perencanaan.
2. Kebijakan anggaran belanja money follow program.

Sesuai dengan uraian diatas, arah kebijakan tahun 2023 yang berpedoman pada RPD
’ Prox}insi Papua Periode 2023-2026 maka arah pembangunan Provinsi Papua Barat difokuskan
dalam tema “MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN EKONOMI D;&N
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DENGAN MENINGKATKAN KUALITAS SDM '
UNGGUL YANG DIDUKUNG INFRASTRUKTUR DASAR DAN KONEKTIFITAS
WILAYAH SERTA LINGKUNGAN HIDUP YANG LEST ” yang didalamnya
terkandung nilai-nilai pemi:a.ngunan yang berkelanjutan dalam transformasi sosial ekonomi
daerah didalam koridor Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Barat (yang ditandai dengan
pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua) dan beberapa
regulasi lain yang menjadi payung hukum penyelenggaraan otcnomi khusus Papua) serta
memperkuat dukungan sektor untuk mempercepat upaya pemulihan ekoncmi daerat: setelah
mengalami kemandekan yang cukup dalam yang diakibatkan oleh dampak Pandemi Covid-19
yang menyerang seluruh sendi kehidupan masyarakat.
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Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang
akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah
Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan
tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rancangan Kebtjakan
Umum APBD memuat target pencapaian kinerja terukur dari program yang akan
dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk sctiap urusan pemerintahan daérah disertai
proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan

dzngan asumsi yang mendasarinya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu juga memperhatikan kebiyjakan
Pemerintah Pusat terkeit Tema dan Prioritas pembangunannya pada Tahun 2023 guna
sinkronisasi arah pembangunan daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dikategorikau
szbagai dokumen rencana operasional pemerintah daerah yang dijadikan sebagai landasan
penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) untuk dibahas bersama DPRD sebagai landasan
menycpakan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang dijadikan dasar
penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA- SKPD) sebagai
bahan penyusunan RAPBD. Kebijakan Umum APBD disusun guna menjadi arah kebijakan
pembangunan daerah yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati
sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara maupun APBD
Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2023
ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penentuan skala prioritas arah pembangunan pada
tahun 2023 yang secara rinci akan diuraikan dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara
{PPAS) Provinsi Papua Barat Tahun 2023.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud Penynsunan KUA APBD

Adapun maksud Kebijakan Umum APBD adalah sebagai upaya membangun komitmen
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Komitmen ini diperlukan dengan pertimbangan banyaknya kebutuhan masyarakat
yang harus diakomodir dengan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki, sehingga diperlukan
prioritas kebijakan penggunaan anggaran untuk pencapaian rencana pembangunan jangka
pendek daerah, yang merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka menengah dan
jangka panjang.

1.2.2 Tujuan Penyusunan KUA APBD
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Tujuan penyusunan KUA adalah-tersedianya pedoman umum dalam bentuk Kebijakan
Umum APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2023, yang didasarkan kesepakatan
antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat serta
gambaran umum dan isu pokok yang dihadapi Provinsi Papua Barat dewasa ini, dengan tetap
memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui

lembaga eksekutif dan legislatif.

1.3 Dasar Hukum

Kebijakan Umum APBD Provinsi Papua Barat disusun berdasarkan ketentuan-
ketentuan sebagai berikut :

» Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

e Undang-Undang Nomor 45 Tahun i999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah,
Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupatt-an Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya
Dan Kou;i Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomeor 173,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian
Jaya Baraf, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota
Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

¢ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomeor 12 Tahun 1994 t-cntang Perubahan Atas Ufldang;Undang Nomor 12 Tahun 1985
Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republikvlndonesia Nomor 3569);

« Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
21 Tahkun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3988);

s Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih
Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19
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Tahun 2019 tentang Perubai;an Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6409);

Undarcg-Undanz Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoresia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomof 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor ! Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomeor 7 Tahun 202! tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara {(Lembaran Fegara Negma Republik Indonesia Tabhun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2004 tentang Sistem Peremcanaan Pembangunan
Nasionai llémbamn Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201! tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan chuz;. Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
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[ndonesia Nomor 553?;.) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Iedonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintash Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedidukan Keuangan Kepala
Daerah Dan Wakil Xepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
_(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negaré Republik Indonesia Nomor 4576) sebégaimana telab: diubzh dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah {L.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

Peraturan Pemerintzh Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuaangan Dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuan 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 827;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Inﬂonesiﬁ Taﬁm 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6197); .

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);
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» Peraturan Pemci:intah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelakanazr Tugas Dan Wewenang
Gubemnur Sebagai Wakil Pemerimah Pusat (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun
2018 Nomor 10%, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

« Peraturan Pemer:ntah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (L.embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6279);

e Pzraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Tambahan Lembaram
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

» Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahuﬁ 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Bcrite; Negara Republik Indonesia Tahun 2320 Nomeor
1781});

+ Peraturan Menteri Dzlam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 972);

e Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007
Nomeor 1§, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18);

e Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah
Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 31, Tambahan Lembaran Dae;ah Provinsi Papua

Barat Nomor 31);
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2.1 Perkembangan Indikaier Makre Ekonomi Daerah pada Tahun 2622

Perekonomian Provinsi Papua Barat paca kurun waktu 2017-2021 cukup bzrfluktuasi.
Pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 sebesar 6,25 persen mengalami peningkatan
dibandingkan tahun 2017 vang tumbuh sebesar 4,02 persen. Di tahun 2019 perekonomian
papua barat mengalami penurunan dibandingkanv tahun 2018, yaitu mengalai pertumbuhan
hanya mencapai 2,66 persen. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Papua Barat mengalami
pertumbuhan ekonomi negative atau mengalami perlambatan yang cukup besar dimana hanya
bertumbuh sebesar -0,76 persen. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barar 2018 tercatat
merupakan pertumbuhan tertinggi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, bahkan lebib
tinggi di bandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya tercatatat 5,17 persen.

Sementara perlambatan pertumbuhan ekonomi Papua Barat tahun 2019, sebagian besar
disebabkan akibat penuruman pendapatan-yang terjadi pada sektor pengolahan terutama gas
alam cair atau LNG Tangguh yang berada di Kabupaten Teluk Bintuni. Mengingat sektor
pengolahan Migas merupakan sektor yang sangat dominan dalam struktur ekonomi Papta
Barat, serta merupakan penyumbang sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam strukiur
perekonomian Papua Barat, sehingga bila terjadi gejolak atau kontraksi pada pendapatzn sektor
Pengolahan Migas, maka dapat dipastikan pertumbuhan ekonomi Papua Barat akan ikut
terkoreksi. Sedangkan terjadinya pertumbuhan skonomi negative -0,76 tahun 2020 dipengaruhi
oleh wabah zlobal Virus Covid 19 yang menyebabpkan kebijakan lockdown dunia
internasional, nasional maupun daerah yang mempengaruhi situasi perekonomian dunia tidak
berjalan stabil yang berimbas juga kepada perekonomian Papua Barat. Kondisi ini terus
berlangsung ditahun 2021 masih sangat dipengaruhi oleh pandemi yang teadi namun mamp
tumbuh lebih baik -0,51 persen dibandingkan tahun sebelumnya -0,76 persen. Pada
pertumbuhan ekonomi nasional, kondisi terjadi. lebih baik denganr tumbuh 3,69 persen atau
tidak seperti tahun sebelumnya yang terkontraksi -2,07 persen. Laju pertumbuhan ekonomi
Papua Barat yang lebih rendah dibandingkan nasional pada 2021 mengindikasikan belum
optimalnya upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi di Papua Barat.\

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Papua Barat selama periode Tahun 2017-2021
dapat dilihat pada gambar 1.
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Papua Barat - Nasional

Gambar 1 Grafik Laju Pertambuhan EXonomi Papua Barat Tahun 2017-2021
Sumber- Papua Barat Dalam Angka, 2022 (diolah)

Nilai PDRB dapat dilihat baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Untuk
menghitungnya digunakan PDRB atas harza berlaku. Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) Papua Barat tahun 2019-2021 mengalami fluktuasi. Nilai PDRB Papua Barat Tahun
2019 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp. 84.356.97 Milliar dan mengalami
penurunan pada Tahun 2020 menjadi Rp. 85.588,64 Milliar. Namun pada tahun 2021 Nilai
PDRB Papua Barat (ADHB) kembali meningkat menjadi sebesar Rp 85.072,86 miliar.

- Demikian juga Nilai PDRB Atas Dasar Harza Konstan (ADHK) mengalami Penurunan dari
Rp. 62.074,52 Miliar pada Tahun 2019 menjadi Rp.61.604,13 Milliar pada Tahun 2020 dan
terus mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi Rp. 61.288,61 Milliar. Sedangkan PDRB
tanpa memperhitungkan kontribusi migas sebesar Rp 52.513,28 miliar. Dari selisih kedua nilai
tersebut terlihat tingginya nilai produktivitas migas yang mencapai 39,28 persen dari
keseluruhan PDRB.

Sektor-sektor yang memberikan kontribusi dominan terhadap PDRB Papua Barat Tahun
2021 yaitu sektor industri pengolahan sebesar 25,69 persen, sektor pertambangan dan
penggalian sebesar 17,32 persen, sektor Konstruksi sebesar 15,11 persen, sektor Administrasi
Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 10,99 persen, sektor
pertanian,kehutanan dan perikanan kelautan yang mengalami pertumbuhan 10,81 persen.
Kelima sektor tersebut masih menjadi sektor dominan dalam PDRB Papua Barat dari tahun ke
tahun. Apabila dilihat dari laju pertumbuhar PDRB tiap sektor pada Tahun 2020, maka nilai

laju pertumbuhan ada 10 sektor mengzlami perlambatan atau pertumbuhan negatif

dibandingkan Tahun 2019, yaitu scktor Keal Estate, Penyedlaan Akomodasi dan Makan
E\[""ﬂ‘l.h. M EMUMY APRD PROVINSI PAPLIA BAR! 'ILT :




H

Minum, Konstruksi, Jasa Pendidikan, Jasa Perusahaan, Pertanian, Kehutanan dan Perikanzn,
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, Pertambangan dan
Penggalian, Transpor:asi dan Pergudangan, Jasa Pendidikan dan Jasa Lainya Sementara sektor
lainnya mengalami psrtumbuhan positif. Tetapi karena sektor Pertambangan dan Penggalian
merupakan sektor utama penyumbang perturnsuhan PDRB, maka pertumbuhan nezzatif sekior
tersebut sangat berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan laju pertumbuhan.

Tabel i Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat Meaurut Lapangan Usaha (%), 2019-2021

3 Lapangan Usaha : 2019 : 2020 2021
tanianaietb jan Perik

hi 3,35 -2,40 0,98
i -,54 0,64 -3,32
0,99 1,86 -2,31
8,89 8,89 10,50
7,65 2,12 4,06
757 '6u92 2,94
- 8,01 1,00 2,37
8,01 15,92 -3,75
7,67 -4,86 3,68
11,51 9,60 0,26
9,33 7,38 3,05
8,42 -6,97 2,54
5-28 '4:45 -2,17
3,30 -0,29 0,69
5,80 -2,93 0,56
4,39 6,08 8,67
4,37 -0,87

Sumber: PDRB Provinsi Papua Barat Menurut Lapangan Us=ha, 2019-202!

Jika dirinci menurut lapangan usaha, selama periode 2019-2021, dari 17 lapangan usaha
yang ada di Provinsi Papua Barat, tidak semua sektor tersebut memiliki pertumbuhan rata-rata

yang positif. Sektor pengadaan listrik dan gas dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Untuk melakukan analisa terhadap perkembangan ekonomi, baik di masa kini,
maupun prediksi- akan datang, maka diperlukan historis indikator ekonomi malro,
sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini :

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting urtuk
mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga
berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah
yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah
nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB
atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung
menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan
menunjukkan nilai tambah barang dan jasa -ersebut yang dihitung menggunakan harga vang

berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan
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untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suam
daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi
secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor
harga. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang
menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu
tertentw. Dengan demikian indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah
kebijaksanaan pembangunan yang akan datang. Untuk mengukur besamya laju pertumbuhan
tersebut dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Papua Barat tahun 2020-2021 mengalami
kenaikan. Nilai PDRB Papua Barat Tahun 2020 Atas Dasar Harga Berlaku {(ADHB) sebesar
Rp. £3.588,64 Milliar dan mengalami kena‘kan pada Tahun 2021 menjadi Rp. 85.072,86
Milliar. Sedangkan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mengalami Penurunan
dari Rp. 61.604,13 Miliar pada Tahun 2020 menjadi Rp.61.288,61 Milliar pada Tahun 2021.

Sektor-sektor yang memberikan kontribusi dominan terhadap PDRB Papua Barat Tahun
2021 yaitu sektor industri pengolahan sebesar 25,31 persen. sektor pertambangan dan
penggalian sebesar 17,59 persen, sektor Konstruksi 'sebesar_14,80 persen, sektor Pertanian,
kehutanan dan Perikanan sebesar 10,98 persen, dan sektor Adminiétrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang mengalami pertumbuhan 10,88 persen. Kelima
sektor tersebut masih menjadi sektor dominan dalam PDRB Papua Barat dar tahun ke tahun.
Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB tiap sektor pada Tahun 2021, maka nilai laju
pertumbuhan ada -5 {lima) sektor mengalami perlambatan atau pertumbuhan negatif
dibandingkan Tailun 201120, yaitu sektor Industri Pengolahan, Konstruksi, Transportasi dan
Pgrgudangan, Informasi dan Komunikasi, Adminstrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan
Sosial Wajib. Sementara sektor lainnya mengalami pertumbuhan positif.

Tabel 2 Kontribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaba di Papua Barat 2019-2021

Eapangan Usaha 2020

100.00 100.00




Secara regioral, wilayah yang memiliki PDRB per kapita tertinggi di Papua Barat adalah
Kabupaten Teluk Bintuni (Rp. 390,36 juta pada 2020) dan Kabupaten Sorong (Rp. 92,01 juta
pada 2020). Tingginya PDRB per kapita pada dua wilayah tersebut disebabkan adanya tambang
minyak di Kabupatzn Sorong dan tambang Liquid Natural Gas (LNG) di Kabupaten Teluk
Bintuni. Bahkan tarnbang LNG ini diperkirakan memiliki kandungan gas alam cair yang besar

dan termasuk tize produsen LNG terbesar di Indonesia.

Gambar 3 Perkembangan PDRB ADHEK Perkapita (Rp. 0040}, 2017-2021

s Dupafte O 0 018 0 020 0

§- A 41510 43.51%5 45.056 43.077 40.482

5 ey b 28.964 29.783 29.958 28.507 27.259

! 30.060 30579 311119 29.471 23.237

LB T e 377.374 389.007 394.065 390.360 380277
oAt 37513 38.497 39.549 36.745 33.828 |
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s B 93.932 96867 . 96.708 92.011 69.864-

i 45.111 46.603 47821 . 46.553 39.607
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O e 10,678 11.073 11.447 .11.061 10.785
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2. Peguaungam Ak 4.385 4.385 4519 4612 4.046 |
13 " KotaSorong _ 41.151 41.151 41.184 38.769 34.466

Sumber: Papua Barat Dalam Angka, 2022

¢. Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga secara umum. Inflasi merupakan kenaikan harga
secara umum. Tingkat inflasi Papua Barat cenderung berfluktuasi dalam 5 Tahun terakhir.
Tabun 2018 Provinsi Paima Barat mengalami tingkat inflasi yang cukup tinggi yaitu mencapau
5,21 persen, meingkat jauh dibandingkan dengan tingkat inflasi pada tahun 2017 sebesar 1,44
persen. Terjadinya peningkatan inflasi pada 2018 disebabkan oleh kenaikan harga yang
dmmjukan c_)leh kenaikan indeks pada beberapa kelompok pengeluaran.

Sementa—l-'a-l_ laju tingkat inflasi Vlgoada tahun 2019 kembali mengalami perbaikan dan
mengalami penurunan hingga mencapai 1,93 persen. Kondisi tersebut terutama disebabkan
karena perkembzngan harga berbagai komoditas yahg secara umum menunjukkan penurunan,
sehingga terjadi deflasi sebesar 0,57 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar
135,86 pada bulan November 2019. Deflasi terjadi karena adanya penurunan yang ditujukkan
oleh indeks pada beberapa kelompok pengeluaran yakni kelompok bahan makanan - 1,67
persen, kelompck sandang -0,43 persen, kelompok kesehatan -0,26 persen dan kelompok
transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan -0,05 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran
vang mengalari inflasi adalah kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 0,23
persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,01 persen, kelompok
pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,00 persen. Selanjutnya laju inflasi umum di Papﬁa Barat
tzhun 2021 mencapai 3,47 persen (yoy), jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya (0,71 persen)
. Tingkat inflasi tersebut juga lebih besar dari inflasi nasional (1,87 persen). Pencapaian tersebut
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sedikit lebih baik dari targe1 inflasi dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah -
Daerak. (RPJMD) Papua Barat Tahun 2017- 2021 yang ditetapkan maksimal sebesar 3,87
persen. Kembali longgamya mobilitas telah mendorong laju pergerakan harga, utamanya di
bulan Desember dengan adanya perayaan natal dan tahun baru olzh sebagian besar masyarakat.
Keberhasilan Tim TPID dalam pengendalian tingkat inflasi setiap bulannya hingga mampu
berada pada kisaran -0,98 hingga 1.21 sepanjang tahun 2021. Secara umum, perkembangan
harga-harga (bulanan) di Papua Barat tidak mengalami perubahan yang signifikan. Covid-19
vang sempat mengalami puncak kasus penularan dan kematian pada bulan J uni-Agustus telah
mempengaruhi komponen core inflatin dan volatile food sebagian besar pada sisi penawaran.
Peningkatan intensitas curah hujan dan tingginya gelombang laut tidak menjadi faktor utama
terhadap perubahan harga sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Berkurangnya hasil produkst
dan pasokan bahan makanan terjadi disebabkan serangan Covic-19 gelombang kedua (varian
delta) yang membuat masyarakat menahan diri beraktivitas (berproduksi). Di samping ifu,
kompénen administered price tidak mengalami tekanan, sebagai imbas dari stabilnya harga
komoditas minyak mentah di Vpasar internasional vang berdampak banyaknya pasokan BBM.
Tekanan inflasi yang besar di Papua Barat tercatat hanya terjadi di bulan Desember (1,21). Pada
bulan ini Papua Barat dihadapkan pada persiapan dan momen liburan sekolah, natal dan tahun
baru sehingga harga-harga mengalami tekanan inflasi, namun deﬁgan tingkat yang cukup
terkendali. Kelompok volatile food seperti beras, daging, ikan (tuna, mumar, cakalang), telur,
susu, sayur- sayuran serta kacangkacangan dan adanya kenaikan harga tiket pada kelompok
wransportasi {administered price) seiring banyaknya masyarakat yang berpergian (liburan)
menjadi penvumbang terbesar inflasi. Selain itu, pembatasan mobilitas yang semakin longgar
setelah berlalunya gelombang kedua mampu menggeliatkan kembali kegiatan transaksi jual beli
di momen libur panjang. Kondisi perkembangan inflasi Papua Barat Tahun 20112021 dapat

dilihat pada Gambar 6 dibawah ini.
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d. Indeks Pembangunan Manusia
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Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan inti dan twjuan utama
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara umum. Dalam perspekuf
perkembangan pemikiran pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat tertuang dalam
pemikiran paradigma pembangunan manusia. Paradigma pembangunan manusia dikaitkan
dengan upaya untuk memanusiakan masyarakat dalam jati diri pembangunan (peopiz-centered
development). Di sini, penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (the witimated end).
sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (principal means) untuk mencapai
tujuan pcmﬁangurian itu sendiri. Secara praktikal, pembangunan manusia dapat diukur dengan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM terdiri atas empat komponen indikator, yaitu angka
harapan hidup, angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan kemampuan daya
beli/purchasing power parity (PPP). Sebagai Indeks komposit, IPM merupakan gambaran
komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah, sebagai
dampak dari kegiaté.n pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut. Perkembangan angka
IPM memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia pada
suatu daerah pada kurun waktu tertentu.

IPM digunakan uniuk melihat perkerbangan pembangunan dalam jangka panjang.
Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan,
yaitu kecepatan dan status pencapaian. Pembangunan manusia di Papua Barat terus mengalami
peningkatan. Sejak tahun 2012, status pembangunan manusia Papua Barat meningkat dari level
“rendah” menjadi “secang”. Selama 20102021, IPM Papua Barat rata-rata meningkat sebesar
0,79 persen per tahun, dari 59,60 pada tahun 2010 menjadi 65,26 pada tahun 2021. Tidak hanya
menyebabkan perlambatan pada tahun 2020, pandemi COVID-19 rupanya masih menjadi
penyebab utama perlambatan [PM Papua Barat pada tahun 2021 yang hanya meningkat pada

kisaran 0,26 persen (atau hanya meningkat 0,17 poin).

Tabel 3 Perkembangan IPM Provinsi Papua Barat, 2010-2017

* Sumber: BRS BPS, Provinsi Papua Barat, 2022
Tidak jauh berbeda dengan kondisi tahun 2020, [PM tahun 2021 juga mengalami

perlambatan akibat penurunan pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan).
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Umur }Idrapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang
dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2021, UHH
telah meningkat sebesar 1,55 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,20 persen per tahun. Pada
tahun 2010, Umur Harapan Hidup saat lahir di Provinsi Papua Barat adalah 64,59 tahun, dan
pada tahun 2021 mencapai 66,14 tahun.

Dimensi pengetahuan pada [PM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama
Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25
tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun, meski efek Pandemi
COVID-19 menyebabkan RLS tahun 2021 melambat dibanding tahun 2020. Selama periode
2010 hingga 2021, HLS Provinsi Papua Barat rata-rata meningkat 1,13 persen per tahun,

sementara RLS rata-rata meningkat 1,52 persen per tahun.

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas pembangunan manusia adalah standar hidup
layak yang direpresen:asikan oleh pengeluaran per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang
disesuaikan. Pada takun 2021, pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Provinsi
Papua Barat mencapai Rp 7,93 juta per tahun. Angka ini turun dibandingkan tahun sebelumnya
sebesar —1,94 persen. Penurunan pengeluarzn per kapita yang disesuaikan merupakan kejadian
kedua yang terjadi selama masa pandemi COVID-19.

Seiring dengan melambatnya IPM Provinsi Papua Barat, pada tahun 2021 seluruh
kabupaten/ kota di Provinsi Papua Barat mengalami perlambatan dalam pertumbuhan IPM.
Perlambatan ini terjadi akibat penurunan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Sementara
iwu, pada Kabupaten/Kota lainnya, melambatmya IPM kabupaten/kota disebabkan perlambatan
pertumbuhan masing-masing dimensi pembentuk [PM. Kabupaten yang mengalami

peningkatan IPM tertinggi adalah Kabupatea Tambrauw yang tumbuh sebesar 0,49 persen (atau
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meningkat 0,26 poin), sementara di sisi lain ada satu kabupaten yang angka IPM nya menurun
yakni Kabupaten Pegunungan Arfak dengan laju penurunan sebesar 0,36 persen (atau

menurun —0,20 poin).

Da-i sisi perbandingan antar kabupaten‘kota, tidak terjadi perubahan yang sigrifilan
dalam kategori capaian dan peringkat di masing-masing kabupaten/kota. Urutan IPM terendah
di Provinsi Papua Barat masih ditemnpati oleh Kabupaten Tambrauw (yakni sebesar 53.71),

_ sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Sorong (yakni sebesar 78,49). Texdapar
dua kabupaten/kota yang memiliki status pembangunan manusia “tinggi” (70 <1FM < 80) pada
tahun 2021 yaitu Kota Sorong (yakni sebesar 78,49) dan Kabupaten Manokwari {yakni sebesar
72,02), sementara itu terdapat tujuh Kabupaten/Kota dengan status pembangunan manusia
“sedang” (60 < IPM < 70), yakni Kabupaten Fakfak, Kabupaten Sorong, Katmana, Teluk
Bintuni, Raja Ampat, Sorong Selatan dan Teluk Wondama, dan masih terdapat empat
kabupaten/kota dengan status pembangunan “rendah” (IPM < 60), yakni Kabupaten
Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungah Arfak dan Tambrauw. |

Gambar 5 IPM Provinsi Papua Barat Menurut Kab/Kota dan Status Pembangunan Manusia 2021
Sumber: BRS BPS Provinsi Papua Barat, 2021

e. PDRE Perkapita

PDRB per-kapita Provinsi Papua Barat menunjukkan peningkatan dari tahun ke zahun
(tabel 18), seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara
ekonomi se"ap penduduk Papua Barat rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah)
sebesar nilai perkapita di "ap tahun tersebut. Sementara itu sebelum tahun 2020 pertumbuhan
per kapita secara “riil” selalu bernilai posi"f. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum pandemi
rata-rata PDRB (nilai tambah) yang diciptakan se"ap penduduk Papua Barat selzlu mengalami
kenaikan dari tahun ke tahun dalam periode 2017-2019. Pertumbuhan PDRB per kapita pada
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periode 2017~ 2019 berada pada kisaran minus 0,29 - 3,75 persen. Sementara di tahun 2020 :

terkontraksi sebesar 3,02 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut diiku” pula oleh penamhbahan

jumlah penduduk, yang meningkat pada kisaran 2,36 - 2,51 persen yang juga berada pada ""k

terendah pada tahun 2020 sebesar 2,31 persen.

Tabel 5 PDRB Perkapita (Ribu Rp) Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Papua Barat, 2017-2021
Rincian 2017 2018 2019 2020

PDRB Atas Dasar Harga  6.217,00 6.445,94 6.441,85 5.441,85 5.297,93

Konstan (Rp Ribu Rp}

| SJumiah Penduduk 915361  937.458  963.613 1.130.606 1.156.840
| {Ribu Jiwa)

Pertumbuhan PDRB -0,13 15,42
:Perkapita ADHK

Sumber : - PDRB Provinsi Papea Barat mernurwi pengeluaran 2021

2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Daerah pada Tahun 2023

Kondisi Papua Barat Tahun 2023 masih terpengaruh oleh kondisi perekonomian
dunia dan nasional, diproyeksikan tumbuh seiring dengan distribusi dan pelaksanaan
vaksinasi COVID 19 yang mamapti menumbuhkan optimisme global dan memberikan
dampak positif pada perekonomian nasional dan Papua Barat. Keberadaan vaksin memberi
harapan bahwa pandemi akan segera usai, akan tetapi vaksin bukanlah obat yang dapat
menghilangkan Covid-19, dan hanya sebagai upaya memperkecil dampak buruk virus bagi
tubuh. Perubahan (mutasi} virus yang cepat dan beragam, tidak dapat diikuti oleh
perkembangan vaksin. Oleh karena itu, kewaspadaan masih sangat dibutuhkan agar
positivity rate Covid-19 tidak mengalami lonjakan yang besar. Kondisi ini membuat
pemerintah tetap konsisten dalam menjalankan kebijakan pembatasan meskipun dalam- skala
yang lebih kecil. Perlahan namun pasti, program vaksinasi, pembatasan skala kecil dan
penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 berdampak
pada kembali terbukanya Vell(orrlomi yang mendorong kenaikan produksi sehingga
meningkatkan prospek permintaan domestik, baik konsumsi rumah tangga maupun investasi.
Ffektifitas program vaksinasi dan berbagai kebijakan couter cyclical yang diambil
pemerintah dan kebijakan moneter akomodatif diharapkan dapat mendukung pemulihan
ekonomi secara gradual selama tahun 2023,

Perekonomian Papua Barat Tahun 2023 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibanding
2021 dan 2022, dengan :antangan terhadap perekonomian Papua Barat adalah : 1.
lmplementaéi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dimana Indonesia memiliki jumlah
penduduk yang tertinggi di ASEAN, termasuk di dalamnya penduduk Papua Barat sebagai
konsumen terbesar dan memberikan tantangan bagi persaingan tenaga kerja professional,
terutama diakibatkan masih lemah dan kurangnya kualitas SDM yang mengakibatkan
rendahnya daya saing tenaga kerja di Papua barat. 2. Adanya kelemahan pada struktur
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p-oduksi domestik, antara lain tingginya keterzantungan pada ekspor bahan baku yang

berasal dari sumber daya alam bemilai tambah rendah akan membuat pertumbuhan ekonomi

rentan terhadap fluktuasi harga serta tingginya ketergantungan pemenuhan kebutuhan pokok
vang harus didatangkan dari luar Papua Barat. 3. Kondisi lingkungan investasi dan
perekonomian daerah yang kurang kondusif menyebabkan lemahnya iklim investasi serta
kurangnya minat investasi sektor swasta. 4. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya
alam lokal akibat belum optimalnya proses perencanaan dan penganggaran dalam mengelola
pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Prospek dan Peluang perekonomian daerah yang dapat dimaksimalkan di Papua Barat
antara lain :

1. Agar tetap dapat mempertahankan momentum pemulihan dari sisi masyarakat. program
PEN tetap dilaksanakan sebagaimana pada tahun sebelumnya telah mampu mencegah
pemburukan ekonomi lebih lanjut dan kemiskinan yang lebih dalam. Dengan
menggunakan kebijakan fiskal sebagai pendorong pertumbuhan, pengeluaran pemerintah
menjadi stimulus dalam pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Prospek dan peluang
perekonomian akan lebih baik di tahun 2023, hal ini dapat.dilihat pada periode triwulan
Il 2022, kinerja perekonomian nasional diperkirakan masih diatas 5 persen. Pendororg
petumbuhan adalah peningkatan konsumsi masyarakat selama rﬁamadhan, peningkatan
ekspor yang terdorong tingginya harga komoditas, dan makin bergairahnya aktifitas
ekonomi seiring terkendalinya Covid 19. Sementara itu, pada kinerja perekonomian
Papua Barat terjadi hal yang sama, diproyeksikan mengalami pertumbuhan positif
sebesar 4 - 5 persen d:ai?h:r tahun 2022. Optimisme petumbuhan ekonomi pada semester
II tahun ini berkaca dari aktifitas perekonimian yang menguat pada bulan Juni ini.
Pertumbuhan bersumber dari konsumsi masyarakat yang meriingkat dan' aktifitas
produksi dunia usaha menguat seiring makin terkendalinya kasus-Covid 19. Selain itu
kinerja ekspor yang terus meningakt juga turut mendorong pertumbuan ekonomi. Hal ini
mengindikasikan pemufihan ekonomi di tahun 2023 akan lebih signifikans jika
dibandingkan dengan periode dua tahun sebelumnya, yang berjalan beriringan dengan:
pelonggaran mobilitas masyarakat.

b

Potensi sumber daya alam yang melimpah dan belum dimanfaatkan sepenuhnya.

[ ¥3]

Semakin membaiknya kondisi infrastruktur pendukung perekonomian Papua Barat.
4. Terbukanya peluang pasar ekspor bagi produk Papua Barat.

i

Adanya upaya pemerintah daerah untuk memperbaiki regulasi dan kebijakan daerah yang
berpihak kepada peningkatan iklim investasi sehingga dapat meningkatkan pelayanan
dan memberikan kemudahan berinvestasi.

gs

Kebijakan investasi di Provinsi Papua Barat difokuskan pada beberapa sektor tertentu
sebagai kekuatan atau potensi yang dimiliki. Sektor-sektor tersebut, diperkirakan dapat
memberikan berbagai dampak positif bagi ekonomi dan kesejahteraan. Seperti sektor
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industri pengolahan migas dan perikanan, yang memiliki pengganda output terbesar dan
daya penyebaran terbesar. Kemudian sektor jasa pendidikan memiliki pengganda
pendapatan terbesar, sementara sektor industri lainnya dan industri makanan-minuman
jadi (hotel-restoran) memiliki pengganda tenaga kerja terbesar dan derajat kepekaan
tertinggi.

7. Sebagai wujud dari implementasi kebijakan investasi hijau dalam bingkal otonomi
daerah, pengembangan wilayah berbasis sekioral disesuaikan dengan kebutuhan dan
kondisi wilayah agar memiliki aspek keberlanjutan. Melalui kebijakan Investasi Hijau,
masyarakat dan investor didorong untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumber
daya dengan prinsip kehatihatian, keadilan dan nilai ekonomi yang berkelanjutan untuk
memastikan kualitas dan kuantitas sumber daya alam tetap tersedia di masa depan
(lestari). Investasi hijau dilaksanakan dengan memanfaatkan peta jalan investasi sebagai
arahan bagi investor agar menjadi mitra dan mendorong masyarakat terlibat aktif
mengelola- sendiri potensi alam di sekelilingnya.

8. Adanya komitmen dan dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota pada pengembangan
potensi unggulan regional. |

9. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri.

Berikut gambaran perkembangan ekonomi Papua Barat selama periode Tahun 2018 -
2021, serta Target Tahun 2022 dan Prediksi Tahun 2023, sebagaimana di sajikan dalam tabel
berikut :

Tabel 6 Perkembangan Ekonomi Papua Barat Tahun 2018 — 2021 Target Tahun 2022 dan Prediksi Tzhun 2023

Indikator 2018 20192020 2021 2022%):5:20237%)
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 79,64 84,35 83,57 85.07
Laju Pertumbuban Ekonomi 6,25 2,66 0,76 0,51 5,40 5,50
3 inflasi (%) 5,21 193 0,71 0.46 3,71
PDRB/ Kapita atas dasar -
4 harga berizku {luta Rp) 84,95 87,52 73,93 73.53
5 | Nilai investasi (Triliun Rp.} 6.000 6.500 7.000 7.500 14.709 15.077
Tingkat Pengangguran Terbuka
6 1 (rer)%) 6,45 6,43 6,80 5,48 5,78 5,60
7 Keriskinan (%) 23,01 22,17 21, 37 21,82 20,57 20,86
8 NTP 99,73 99,95 100,78 10G,21 100,86 100,99

Sumber : PBDA 2022. BPS Papua Barat, 2022
Keterangan : *)Angka Sementara TW 1; **)Angka Sangat Sementara/Berdasarkan Target Daeroh

Pembangunan Provinsi Papua Barat di Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam draf
RPJPD Periode ke TV Tahun 2022-2025, khususnya kebijakan Perekonomian Daerah Tahun
2023 diarahkan pada upaya Mempercepat Pembangunan Ekonomi . Pemerintah berkomitmen

untuk terus memperkuat strategi pengendalian Covid-19, karena strategi ini merupakan
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necessary condition untuk percepatan pemulihan ekonomi ke depan Upaya yang dilakukan

antara lain melalui;

L:

Penanganan Covid-19 melalui intensifikasi vaksinasi dalam rangka melandaikan lonjakan
kasus dan menurunkan angka kematian. Pemerintah juga terus berkoordinasi secara lebih

intensif dengan seluruh stakeholders terkeit untuk mencapai herd immunity.

Optimalisasi pemberiakuan PPKM untuk mendukung efektivitas vaksinasi. Penerapan
PPKM dilakukan berdasarkan klasifikasi risiko penyebaran di masing-masing wilayah,
sehingga laju penambahan kasus dapat lebih cepat ditekan dan risiko perlambatan laju

ekonomi dapat diminimalisasi.

Mendorong peran serta masyarakat dalam mensukseskan program vaksinasi dan
meningkatkan kepatuhan bersama terhadap protokol kesehatan serta kebijakan PPKM

Memacu optimelisasi Kawasan Ekonomi Khusus Arar di Sorong dan mempercepat

Pembangunan Kawasan Industri Teluk Bintuni.

Meningkatkan sarana prasarana penunjang perekonomian daerah untuk menunjang upaya
peningkatan produksi sekior-sektor ungulan.

Mengoptimalkan peningkatan kapasitas petani dan pelaku usaha, peningkatan kualitas
produk unggulan, peningkatan akses pasar dan promosi komoditi unggulan yang berfokus

pada komoditi-komoditi unggulan utama.

Meningkatkan konektivitas antar pusat pertumbuhan ekonomi tinggi dengan rendah,
dengan memacu pembangunan infrastuktur wilayah yang semakin baik.

Memacu dan meningkatkan kapasitas SDM khususnya kapasitas SDM Orang Asli Papua,

-agar mampu bersaing dar. menangkap peluang usaha.

Memacu peningkatan iklim usaha kondusif terutama bagi investasi yang daoat menyerap

tenaga kerja dalam jumlah besar, guna mendukung peningkatan ekonomi kerakyatan.
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 PROVINSI | !APUA BARAT TAHUN ANG(JARAN 2023

3.1 Asumsi Dasar

Sebagai asumsi dasar maka penetapar. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2023 tidak terlepas dari pengaruh kondisi eksternal
dan internal. Kondisi ini dipengaruhi oleh perekonomian nasional yang dimungkinkan akan
mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023.

Pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I111-2022 tercatat sebesar 3,72% (yoy).
Menguatnya pemulihan ekonomi ditunjukkan oleh . pertumbuhan ekonomi Q3 2022
dibandingkan Q2 2022 sebesar 1,8% {(qtq). Dengén tingkai pertumbuhan _ini, level PDB
nasional secara kumulatif s.d. triwulan [1I-202Z berada 6,6% di atas level kumulatif [-[[1 2019.

Berdasarkan rilis data PDB kuartal ketiga oleh BPS dimana pertumbuhan ekonomi
Indonesia mencapai 3,72% sedikit di atas angkn proyeksi Kementenan Keuangan yang sebesar
5,7%. Pencapaian ini mencerminkan terus menguatnya pemuliban ekonomi nasicnal di tengah

peningkatan ketidakpastian prospek ekonomi global.

Pada sisi pengeluaran, laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga masih relatif tinggi
sebesar 5,4% (yoy). Hal ini sejalan dengan beberapa indikator konsumsi masyarakat, termasuk
rata-rata Indeks Penjualan Riil yang tumbuh 5,5% pada triwulan 111-2022.

Di sisi lain, berbagai langkah pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi
Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah, serta penguatan program perlindungen sosial untuk
memitigasi dampak penyesuaian harga energi, cukup efektif dalam menjaga kesinambungan
pemulihan daya beli masyarakat. Hal injrditunjukkan oleh tingkat inflasi yé.ng relatif terkendali
dan tidak setinggi vang diperkirakan sebelumnya.

Sementara itu pada sisi konsumsi Pemerintah masih terkontraksi sebesar 2,9% (yoy).
namun tumbuh 11,7% dibandingkan triwulan 11-2022. Pembentukan Modal Tetap Domestik
Bruto pun menguat dari sebelumnya 3,1% di triwulan II menjadi 5,0% di tmwulan I (yey).

Kinerja neraca perdagangan Indonesia juga masih kuat. Ekspor terus mencatatkan
pertumbuhan yang tinggi, demikian juga impor tumbuh untuk mendukung kebutuhan pasokan
produksi dalam negeri. Ekspor secara riil tumbuh 21,6% (yoy) di triwulan [11-2022, sementara
impor tumbuh 23,0% (yoy).
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Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi didorong oleh pertumbuhan positif
seluruh sektor. Hal ini menunjukkan roda perekonomian kembali bergerak hampir merata di

semua sektor ekcnomi.

Pada triwulan Il sekior manufakur tumbuh sebesar 4,8% (yoy), pertumbuhan sekror
hilirisasi sumber daya alam tumbuh kuat dengan industri logam dasar yang tercatat tumbuh
20,2%(yoy), serta industri tekstil dan pakaian jadi dan sektor alas kaki dan barang kulit masing-
masing tumbuh §,1% dan 13,4% (yoy).

Adapun Asumsi Dasar Ekonomi Makro pada tahun 2023, terdapat beberapa penyesuaian
pada komponen Asumsi, hal tersebut untuk merespon dinamika global yang diperkirakan akan
terjadi pada tahun 2023. Mempertimbangkan tekanan inflasi global yang diperkirakan masih
tinggi serta volatilitas dan ketidakpastian dari pergerakan harga komoditas di pasar global,
sehingga inflasi meningkat dari semula-3,3% menjadi 3,6%. Terdapat pula penyesuz'an pada
asumsi Nilai Tukar Rupiah dari semula Rp14 756, OOIUS$ menjadi Rp14.800,00/USS, vang

utamanya mempertimbangkan masih tingginya kcudakpastxan prospek ekonomi global.

Asumsi ICP disepakati tetap berada pada level US$90/Barel, dengan perlunbangan
bahwa harga komoditas di tahun 2023 akan sedikit melandai sejalan dengan prospek
pertumbuhan ekonomi global yang mengalami pelemahan. Untuk a.sumsi lifting gas dinaikkan
menjadi 1.100 (ribu bsmph) dari semula 1.050 (ribu bsmph). Dengan upaya pemulihan ekonomi
yang terus dijaga semakin membaik pada tahun 2023, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi di
tahun 2023 diperkirakan dapat mencapai 5,3%.

Perkiraan tersebut diatas dinilai cukup realistis dengan mempertimbangkan dinamika
pemulihan dan reformasi struktural untuk mcndorvong kinerja perekonomian yzng lzbih
akseleratif, namur. di. sisi lain tetap mengahtisipasi risiko ketidakpastian yang masih
membayangi kiner:a perckonomian nasional ke depan. Upaya Pemerintah dalam mendukung
pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas mak.to ekonomi juga akan berkontribusi positif
terhadap penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Pemerintah akan
melanjutkan program perlindungan sosial untuk mendorong tingkat kemiskinan pada tahun
2023 kembali menurun di kisaran 7,5%-8,5%, tingkat pengangguran terbuka sekitar 5.3%-
6,0%, perbaikan ketimpangan (gini ratio) menjadi 0,375-0,378, serta pencapaian [ndeks
Pembangunan Manusia (IPM) pada kisaran 73,31-73,49.

Berikut juh asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2023:

Pertumbuhan ekonomi 5,3 persen (yoy).
Inflasi tiga koma tiga persen (yoy).

Tingkat suku bunga SBN 10 tahun 7,9 persen.
Nilai tukar Rp14.750 per USD.

wr e bR

Harga minyak mentah Indonesia USD90 barel per hari.
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7. Lifiing gas 1.050 juta barel setara minyak per aar.

Kondisi Papua Barat masih terpengaruh oleh <ondisi perekonomian dunia dan nasional,

dengan tantangan terhadap perekonomian Papua Barat adalah :

|. Perkembangan ekonomi global yang diwamzi ketidakpastian basar dan tantangan
sehingga penting adanya upaya untuk mzngeptimalkan berbagai potensi domestic
khususnya penyiapan berdagai sektor unggualan yang berdaya saing di pasar global
sekaligus mempunyai produktivitas tinggi dalam rangka memperkuat ketahanan
perekonomian Nasional dan perckonomian Dazrah.

2. Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang separuh penduduknya
adalah penduduk Indonesia, termasuk di dzlamnya penduduk Papua Barat sebagai
konsumen terbesar dan memberikan -antargan bagi persaingan tenaga kerja
professional, terutama diakibatkan masit: lemzh dan kurangnya kualitas SDM yang
mengakibatkan rendahnya daya saing tenaga kerja di Papua barat.

3. Adanya kelemahan pada struktur produksi domestik, antara lain tingginya
ketergantungan pada ekspor bahan baku yang berasal dari sumber daya alam bernilai
tambah rendah akan membuat pertumbuhan ekonomi rentan terhadap fluktuasi
harga serta tingginya kstergantungan pemenuhan kebutuhan pokok yang harus
didatangkan dari luar Papua Barat.

4. Kondisi lingkungan investasi dan perekonomian daerah yang kurang kondusif
menyebabkan lemabnya iklim investasi serta kurangnya minat investasi sektor
swasta.

5. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam lokal akibat belum optimalnva
proses perencanaan dan penganggaran dalam mengelola pemanfaatan sumber daya

alam secara berkelanjutzn.

Prospek dan Peluang perekonomian dacrah yang dapat dimaksimalkan di Papua Barat

antara lain meliputi :

1. Potensi sumber daya alam yang melimpat: dan belum dimanfaatkan sepenuhnya.
Membaiknya kondisi infrastruktur pendukung perekonomian Papua Barat.
Terbukanya peluang pasar ekspor bagi oroduk Papua Barat.

Adanya upaya pemerintah daerah untuk memperbaiki regulasi dan kebijakan daerah

_yang berpihak kepada peringkatan iklim investasi sehingga dapat meningkatkan
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pelayanan dan memberikan kemudahar. berinvestasi.
5. Komitmen dan dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota pada pengembangan potensi
unggulan regional.

6. Pembangunan Kawasar. Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri.
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3.2 Inflasi

inflasi merupakan kenaikan harga secara umum. Inflasi merupakan kenaikan natga
secara umum. Tingkat inflasi Papua Barat cenderung berfluktuasi dalam 5 Tahun terakhir
Tahun 2018 Provinsi Papua Barat mengalami tirgkat inflasi yang cukup tinggi yaitu mencapit
5,21 persen, meingkat jauh cibandingkan dengan tingkat inflasi pada tahun 2017 sebesar 1.5
persen. Terjadinya peningkatan inflasi pada 2018 disebabkan oleh kenaikan harga yang
ditunjukan o’eh kenaikan indeks pada beberapa kelompok pengeluaran.

Sementara laju tngkat inflasi pada tahun 2019 kembali mengalami perbaikan da=
mengalami penurunan hingga mencapai 1,93 persen. Kondisi tersebut terutama disebabkan
karena perkembangan harga-berbagai komoditas yang secara umum menunjukkan penurunan,
sehingga teriadi deflasi sebesar 0,57 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK} szbesar
135,86 pada bulan November 2019. Deflasi terjadi karena adanya penurunan yang ditujukkan

" oleh indeks pada beberapa kelompok pengeluaran yakni kelompok bahan makanar: - 1,67
persen, kelompok sandang -0,43 persen, kelompok kesehatan -0,26 persen dan kelcmpok
transportasi, komunikasi, dar. jasa keuangan -0.05 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran
yang mengalami inflasi adalzh kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembaka: 0,23
persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,01 persen, kelompok
pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,00 persen.

Selanjutnya laju inflasi umum di Papua Barat tahun 2021 mencapai 3,47 persen (vov).
jauh lebih tinggi dari :ahun sebelumnya (0,71 persen) . Tingkat inflasi tersebut juga lebih besar
dari inflasi nasional (1,87 persen). Pencapaian tersebut sedikit lebih baik dari target inflasi
dalam dokumen Rercana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua Barat
Tahun 2017- 2021 yang ditetapkan maksimal sebesar 3,87 persen. Kembali longzamya

" mobilitas telah mendorong laju pergerakan harga, utamanya di bulan Desember dengan adanya
perayaan natal dan tahun baru olch sebagian besar masyarakat. Keberhasilan Tim TPID dalam
pengendalian tingkat inflasi setiap bulannya hingga matnpu berada pada kisaran -0,98 hingga
1.21 sepanjang tahun 2021. Secara umum, perkembangan harga-harga (bulanan) di Papua Barat
tidak mengalami perubahan yang signifikan. Covid-19 yang sempat mengalami puncak kasus
penularan dan kematian pada bulan Juni-Agustus telah mempengaruhi komponen core inflatic
dan volatile food sebagian besar pada sisi penawaran. Peningkatan intensitas curah hu'an dan
tingginya gelombang laut tidak menjadi faktor utama terhadap perubahan harga sebagaimana
tahun-tahun sebelumnya. Berkurangnya hasil produksi dan pasokan bahan makanzn terjadi
disebabkan serangan Covid-19 gelombang kedua (varian delta) yang membuat masyarakat
menahan diri beraktivitas (berproduksi). Di samping itu, komponen administered price tidak
mengalami tekanan, sebagai imbas dari stabilnya harga komoditas minyak mentah di pasar
internasional yang berdampak banyaknya pasokan BBM. Tekanan inflasi yang besar di Papua
Barat tercatat hanya terjadi di bulan Desember (1,21). Pada bulan ini Papua Bzrat dihedapkan
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pada persiapan dan momen liburan sé‘icolah, natal dan tahun baru sehingga harga-harga
mengalami tekanan inflasi, namun dengan tingkat yang cukup terkendali. Kelompok volatile
food seperti beras, daging, ikan (tuna, mumar, cakalang), telur, susu, szyur- sayuran serta
kacangkacangan dan adanya kenaikan harga tiket pada kelompok transpartasi (administered
price) seiring banyaknya masyarakat yang berpergian (liburan) menjadi penyumbang terbesar
inflasi. Selain itu, pembatasan mobilitas yang semakin longgar setelah berlalunya gelombang

kedua mampu menggeliatkan kembali kegiatan transaksi jual beli di momen libur panjang.

3.3 Produk Domestik Regional Bruto

Beragamnya kegiatan perekonomian yang dikembangkan oleh pemerintah daerah,
swasta, dan masyarakat telah memberikan wamma pada struktur perekonomian suatu wilayah.
Hal ini dipenganihi oléh potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber dzya manusia (SDM)
yang _tcrsedia. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengzambarkan struktur
ekonomi suatu wilayah adalah distribusi persentase sektoral. Distribusi persentase PDRB
secara sektoral menunjukan peranan masing-masing sekior dalam sumbangarinya terhadap
PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, semakin besar pula pengaruh
sektor tersebut dalam perkembangan ekenomi suatu daerah. Tingkat kontribusi terhadap
pembentukan PDRB dapat memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap sektor, sehingga
akan tampak sektor-sektor yang menjadi pemicu pertumbuhan (sektor andalan) di wilayah yang
bersangkutan. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan besarnya
peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal
tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-

masing sektor ekonominya.
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4.1 Pendapatan Daerah

4.1.1

Secara umum kondisi pendapatan daerah Provinsi Papua Barat selalu mengalami

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur

peningkatan sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2019. Tetapi di tahun 2022 mengalami
penurunan akibat dampak Covid-19 dimana target-target pene;rimaan negara tidak tercapai yang
dampaknya pada alokasi dana transfer ke daerah dalam rangka penanggulangan Covid-19 di
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Struktur pendapatan daerah dimaksud diuraikan sebagai berikut:

Kondisi Umum Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengén

ketentuan peraturan perundangundangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1) Penganggaran pajak dacrah dan retribusi daerah :
a. Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentané Retribusi
Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing.

. Penetapan target pajak daerah dan retribusi dagrah harus didasarkan pada data

potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan
kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti
pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat
inflasi pada tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak
daerah dan retribusi daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah
Daerah ha'rus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan
tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi
yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib
Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis
teknologi.
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Pendapatan pajak daerah yang bersumber cari Pajak Kendaraan Bermotor
paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada
kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau
pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian
provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50%
(lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan
penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),
Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak
rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota,
sebesar 75% (tujuh pulubh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi
pénerima.an pajak rokok bagian hak masing-masing daerah
provinsi/kabixpaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan
nasional. _

. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan
sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Pendapatan retribusi dacrah yang bersumber dari Retribusi Perpan_]angan [zin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan
dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan,
biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja
Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja
lokal dan diatur dalam Peraturan Daerah.

Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu
Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan
peningkatan pelayanan angkutan umum.

Pendapatan retribusi - daerah yang bersumber dari Retribusi Pélayanan
Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) yang diterima oleh Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada
SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),
dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis
pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian
objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek
pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan
untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan
pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi

yang bersangkutan.
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. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional
penggunaan Alat Peralatan Pertahanan/Alat Utama Sistem Senjata Tentara
Nasional Indonesia.

m. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak
Reklame bagi koperasi dan UMKM-untuk mendukung pengembangan usaha
koperasi dan pemberdayaan UMKM.

n. Pemerintah provinsi tidak diperkenankan melakukan pungutan dan
menganggarkan rencana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat
Berat sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
15/PUUXV/2017 sepanjang peraturan pengganti Undang-Undang Nomer 28

Tahun 2009 belum ditetapkan.

o. Larangan Pemermtah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut mama
lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.

p. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan:

i. yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
ii. menghambat mobilitas penduduk;
iii. lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
iv. kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.

q. Hasil pungutan atau sebutan lainnya sebagaimana tercantum pada butir
1.2.1)0) dan butir 1.a.1)p) wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.

r. Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub

rincian objek.

2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Hasil
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pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas

hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rmc:an objek dan sub

rincian objek.

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun

Anggaran 2022 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan

perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka wakftu

tertentu, meliputi:

(a) keuntungan sejumlah tertentu ‘dalam jangka waktu tertentu berupa deviden,
bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi
Pemerintah Daerah;

{b) peningkatén berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu
dalam jangka waktu tertentu;
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(c) peningkatar; pener-maan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai:jakibat
langsung dari investasi yang bersangkutan; 7

(d) peningkatan penyerapan lenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka wakiu
tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau

(e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah
Daerah, sebagaimrana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.

3) Penganggaran Lain-lzin PAD Yang Sah Lain-lain PAD yang sah merupakan

penerimaan daerah szlain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan

kekayaan dacrah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan
sub rincian objek, vang terdiri atas:

(a) hasil penjualan BMD yang tidak_dipisahkan;

(b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; '

(c) hasil kerja sama daerah; '

(d) jasa giro;

() hasil pengelolaan dana bergulir;

(£ pendapatan bunga;

(g) penerimaan atas ‘untutan ganti kerugian keuangan daerah;

(h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-
menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk
penerimaar: atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bznk,
penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya
merupakan pendapatan daerah;

(i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

(j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

(k) pendapatan denda pajak dacrah;

(1) pendapatan denda retribusi daerah;

(m)pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

(n) pendapaten dari pengembalian;

{c) pendapatan dan BLUD; dan

(p) pendagatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat
mengoptimelisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa,
Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan
(KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPT) sesuai dengan peraturan
perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

b. Pendapatan Transfer
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Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah .

Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Penganggaran

pendapatan transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1) Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

(a) Dana perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

a. Dana Transfer Umum

Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:

(a) Dana Bagi Hasil (DBH)

i. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak Pendapatan Dana Bagi Hasil
yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan
(DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dzan DBH-Pajak
Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal
29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeﬁ (WPOPDN) dan PPh Pasal
21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan
dala.m Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran
2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak
Tahun Anggaran 2023 atau inforrcasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak
Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian
Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan
negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan
penerimazn DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-
rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran
2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020. |
Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran
2023 atau Peraturan Menteri -I(.euangan mengenai Alokasi DBH-Pajak
Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau
informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023
melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan,
Pemerintah Daerah harus menyzsuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud
pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggarzn (LRA) bagi
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023.

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan

sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri
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ii.
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Keuangan mengenai Rincian I DBH-CHI menurut
provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023.

Apabila Peraturan Menteri Keuargan mengenai Rincian DBH-CHT
menurut provinsi/ kabupatznvkota Tahun Anggaran 2023 belum
ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada
realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu
Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran
2020.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT
menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan
dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD
Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus
menyssuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan
perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2023 dan diberitahukar kepada Pimpinan DPRD, untuk

- selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang pembal{an

APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023.

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam Pendapatan
Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA)
terdiri dari:

(1) DBH-Kehutanan;

(2) DBH-Pertambangan Mineral den Batubara;

{3) DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
{4) DBH-Pertambangan Gas Bumi;

- (5) DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan

(6) DBH-Perikanan;

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam
Peraturan Presiden mengenai Rincien APBN Tahun Anggaran 2023 atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun
Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun
Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian
Keuangan dengan memperhatiken kemungkinan realisasi penesimaan
negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan
penerimaan DBH 3 (tiga) wahun rerakhir didasarkan pada realisasi rata-
ratz pendapatan DBH-Pajak 3 (tiza} tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran
20722, Tahun Anggaran 2021 dar Tahun Anggaran 2020.
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Dalam hal Peraturan Presiden m(?;lgenai Rincian APBN Tahun Anggaran
2023 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat
perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi
DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan
yang dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan
alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2022
seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih
pendapatan Tahun Anggaran 2022, pendapatant lebih tersebut
diangga:kan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Talmm
Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang
tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022
dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN
Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran
2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-
Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan
melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenal Rincian APBN Tahun Anggaran
2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana
Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 belum
ditetaﬁkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH—
Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan
melalui portal Kementerian Keuangan belum d1pubhk851kan,
penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut
didasarkan pada realisasi rata-ratapendapatan Tambahan DBH-Minyak
dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun
Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran
2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana
Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 tersebut
ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan D3H-




Minyak dan Gas Bumij':-l'ahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian
Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana
Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan melakukan
perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk
selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perabahan
APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023.

Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk
_dan daerah. otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(b) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar daérah untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden
mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi
mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 vang dipublikasikan
melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi
resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal
Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan
DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022.

Apabila Pcfaturan Pré:siiden ditetapkan atau informasi resmi mengenal
alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian
Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD
Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah baerah harus
menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerzh tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung delam LRA
bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan' APBD Tahun
Anggaran 2023,

b. Dana Transfer Khusus
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Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN dialokasikan pada Pemerintah
Daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan

urusan pemeriniahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan
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ditetapkar oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan:
(a) DAK Fisik; dan
(b) DAK Non Fisik.
Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan
Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau
informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran
2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala
Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian
APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai
alokasi Dana Transfer Khusus. Tahun Anggaran 2023 melalui portal
Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus
dimaksud langsung dianggarkandalam rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2023.
Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023
ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus
Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan
dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2023 ditetapkan, Pemerintah Daeran harus menganggarkan Dana Transfer
Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada
Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah
tentang peruba.han APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam
LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023.

(b) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada

- Pemerintah Daerah tertentu berdasarkam kriteria tertentu dengan tujuan untuk

memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertsntu.
Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan
Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri
Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tzhun
Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Dacrah
Tahun Anggaran 2023 yang dipub.ikasikan melalui portal Kementerian
Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023

atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana
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[nsentif Daerah ditetapkan atau informasi resmi mengenai a.okasi Dana Insentif
Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan
dipublikasikan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Dzerah menganggarkan
alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan
diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau
ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
perubahan APBD Tahun Anggaran 20723. Pendapatan pemerintah
provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah,
penggunaannya harus berpedoman pada pada Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

{c) Dana Otonomi Khusus - |
Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki
otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.
Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenal
Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi
Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melatui
portal Kementerian Keuangan.
Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023
belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus
Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum
dipublikasikan, penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada
Jlokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2023. '
Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023
ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun
Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan cipublikasikan setelah
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah
Daereh harus menyesuaikan Dana Otonomi Khusus dimaksud dengan
melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk
selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah
yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
Penyaluran Dana Otonomi Khusus Pemerintah Acen, Provinsi Papua dan
Provinsi Papua Barat dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah mendapatkan

pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
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2} Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah, terdiri atas:
a) Pendapatan bagi hasil
Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah
yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase
tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah
pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023.
Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 mendahului
penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2023, penganggarannya didasarkan
pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan
memperhatikan realisasi Bag: Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022,
Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupatcn/kota yang belum direalisasikan
oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2022,
dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
b) Pendapatan bantuan keuangan

Pencapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah
Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan
kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi
atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.
Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat
khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan
pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:-
(1) bantuan keuaﬂgan umum dari daerah provinsi; -
(2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
(3) bantuan kevangan umum dari daerah kabupaten/ kota; dan
(4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.
Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum
dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023
ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud
pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau
ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023.
Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus
tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023
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ditetapkan. Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus
dimaksud dsngar melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah rtentang
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan
DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dzlam Peraturan Daerah tentang perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah
yang tidak melakukar. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daefah selain pendapatan
asli daerah dan pendapatan transfer.
Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan
sub rincian objek.
_ Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan
kebijakan sebagai berikut:
1) Pendapatan hibah
Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat,
Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan ba;dan usaha dalam negeri atau luar
negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak
mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai
konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun
pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.
Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesua’ dengan
ketentuan peraturan penmdéngundangah.
Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pemyataan
kesediaan untuk memberikan hibah,
2) Dana darurat
Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada
Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan
mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh
Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan
fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuar

peraturan perundang-undangan.
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Pendapatari-dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan
Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturar. Menteri
Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2022,

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022
atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurzt Tahun
Anggaran 2022 ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintak: Dacrah menganggarkar dana daruret
dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan
DPRD, untuk selanjumya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang
perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam I RA bagi
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran
2022.

3) Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan antara lain mehputi:

_ a) Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan
Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran
2021 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24
Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Oerasional Sekolah Pada
Pemerintah Daerah.
b) Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi
Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat dianggarkansesuai dengan Peraturan
Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi
mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggéran 2023 yang
_dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
Apabila Pt;,raturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023
ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan
Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan
dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggéran
2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Tamb>ahan
Infrastruktur dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitaqukan
kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan
Daerah tentang Perubahan AP3D Tahun Anggaran 2023 atau ditaripung
dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023.
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Penyaluran Dana Tambahan Infrastrukiur dalam rangka Otonomi Khusus
Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilakukan oleh Menteri Keuangan
setelah mendapatkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

¢) Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh
pendapatan berasal dari bonus produksi pengusahaan panas bumi
sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 21 Tahun 2014
tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang

Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi.

4.1.2 Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

Jumlah pendapatan yang ditargetkan pada tahun 2023 merupakan perkiraan yang terukur
secara rasional vang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang didasarkan pada
ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, besarnya target pendapatan Daerah
Provinsi Papua Barat untuk tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp. 7.641.106.030.179,00. Atau
mengalami Kenaikan sebesar Rp. 468.780.409.563,00 atau 6,54 % dari total pendapatan
Propinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 7.172.325.620.616,00.

Tabel 7 Target Pendapatan Daerah Tahun 2023

JENISPENDAPATAN

~496.768.283.140,00

" 7.641.106.030.179,00

4.1.3 Upaya-upaya Pencapaian Target Pendapatan
Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan antara lain :

1. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah.
Dalam upaya memaksimalkan pendapatan Asli Daerah dilakukan beberapa kegiatan
diantaranya adalah:

- Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
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- Rapat forum komunikasi pendapatan daerah dengan Dinas Pendapatan Daerah;

- Sosialisasi dan peningkatan operasi penertiban kendaraan bermotor;
- Sosialisasi melalui media massa/elektronix;
- Rapat-rapat evaluasi tentang pelayanan;
- Koordinasi dan konsultasi dibidang Pendzpatan Asli Daerah;
- Peningkatan kernampuan system pengadministrasian PAD;
- Sosialisasi/penyuluhan taat bayar PKB dan BBN-KB;
2. Memperlancar Proses Pelayanan Publik. ‘
Upaya yang dapat dilakukan diantaranya :
- Pengadaan kendaraan dinas/operasonal;
- Pembangunan gedung kantor;
- Pengadaan peralatan gedung kantor,
- Pemeliharaan mtinfbérkala gedung kantor;
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor. -
3. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia.
Upaya yang dapat dilakukan antara lain :
- Pembekalan manajemen keuangan daerah Dinas Pendapatan Daerah;
- Pelatihan Aparatur dalam rangka peningkatan pendapatan dacrah.
4. Peningkatan Koordinasi di Bidang Perencanaan Pendapatan Dana Perimbangan Upaya
yang dapat dilakukan antara lain :
- Konsulasi, koordinasi, sinkronisasi dan monitoring penerimaan Dana Perimbangan ke
Departemen Keuangan;
- Melakukan monitoring terhadap penerimaan dana perimbangan pada Daerah
Kabupalen/Ko-ta; -
- Mengikuti rapat Rekonsiliasi/Lifting Migas per triwulan di Jakarta;
- Mengikuti pembahaém rapat dalam rangka penjelasan Pémcr'mtah Cq Kementerian
Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri kaitannya dengan dana perimbangan; |
- Mengikuti rapat pembahasan/konsultasi panyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Sumber
Daya Alam (SDA) Migas pertriwulan di Jakarta.

4.2 Belanja Daerah

42.1 Kondisi Umum Belanja Daerah

Sebagaimana defenisi yang dikembangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban
pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun

berkenan.
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Belanja daerah melipati semua pengeluaran deri RKUD yang tidak perlu diterima
kembali oleh daerah dan pergeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undargan diakui sebagai penguaranz ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu)
tahun anggaran. Belanja dae:zh dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan
Pemerintahan Daerah, organisasi, progtam, kegiatan, sub kegiatan, kelompck. jenis, objek,

rincian objek, dan sub rincian objek belanja dasrah.
Adapun Struktur Belanja Daerah adalah sebagai berikut :

1. Belanja Operasi
a. Belanja Pegawai;
b. Belanja Barang dan Jasa;
c. Belanja Bunga;
d. Belanja Subsidi;
e. Belanja Hibah; dan
f. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal
a. Belanja Tanah;
b. Belanja Peralatan dan Mesin;
c. Belanja Bangunan dan Gedung;
d. Belanja Jalan;
¢. Belanja Irigasi dan Jaringan;
f. Belanja modal aset tetap lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4, Befanja Transfer
a. Belanja Bagi Hasil;
b. Belanja Bantuan Keuangan.

422 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Belanja daerah disusun berdasarkan perkiraan beban pengeluaran daerah vang
dialokasikan secara adil dan merata, agar relatif dan dapat dinikmati oleh masyarakat,
khususnya dalam pemberian pelayanah umum. Oleh karena itu dalam penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah menetapkan target capaian baik dalam kontek

daerah, satuan kerja, dan kegiatan sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangan.

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan pemerintah provinsi yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
Belanja penyelenggaraan u-usan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan
kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan
dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidiken, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas
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umum yang lavak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib

dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks
daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan univ
meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan mempetjelas efektifitas dan efisiensi
penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan
terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan
kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinegjanya.
Penganggaran antara lain dialokasikan untuk perdidikan minimal 20%, kesehatan 10% dan
Belanja Modal 30% dari total belanja.

Struktur belanja daerah diuraikan sebagai berikut:
a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerincak

Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasi dirinci .atasjenis:

1) Belanja Pegawai
Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada
Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai
ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangar.
tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan
anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak
daerah dan retribl_xsi'daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan

pefundangundéngan, dan honorarium.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

a) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat
Daerah;

b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD;
dan

c) Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Provinsi Papua Barat dianggarkan pada
belanja SKPD Sekretariat MPRPB; dan

d) Pegawai ASN dianggarkan pade belanja SKPD bersangkutan.
Kebijakan penganggeran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:

a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan
peraturan perundangundangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok
dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
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b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai

dengan formasi pegawai Tahun 2021.

¢) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan
pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress
yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja

pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil
Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan dan anggota MRPB seria
ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

¢) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala
Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta “ASN,
dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan
kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD  sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undanzan.

g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas
dan efekiifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan
kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja
kegiatan dimaksud.

i) - Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan
ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan

sub rincian objek belanja honorarium ASN.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa
yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barangfjasa yang
akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka
melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran
prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada SKPD terkait serta diuraikan

menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material,

jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa
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rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat  berat, sewa
perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan
atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas,
perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi,
jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa,
belanja lainnya yarg seienis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada
masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja
kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS; dan belanja pemberian uang
vang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belamja barang dan jasa memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:

a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata
yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah; jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta
memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan
asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran
program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu
pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan
dimaksud.

Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta
didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki
peranan dan konfribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.

c) Penganggamﬁ jasa narasumber/tenaga ahli Besa:annya sesuai dengan ketentuan

peraturan pervndang-undangan.

d) Penganggaran untik Jaminan Kesehatan bagi pekerja/pegawai yang menerima
gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

¢) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah
wajib melaku'can integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan
Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar
peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang

menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
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f) Pengembangan pelayanan keschatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan

SCERHARAN UMUMAPAD PROVINSI PAPUA BARAT

kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan

kesehatan berupa medical check up, kepada:

{1) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (salu) kali dalam | (satu)
tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam
bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun,
tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan
kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkai sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan. dilakukan di dalam negeri dengan tetap
memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum

Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

g) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan ieknis atau sejenisnya
yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:

(1) pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah; -
(2) pimpinan dan anggota DPRD; serta
(3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/ kabupaien/
kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan
teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara
selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib
anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kuaitas g
penyelenggaraan, muatan ‘substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokast dan

pclayanan penyelenggara serta manfaat yarig akan diperoleh

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan
pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminai, atau
sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupatenkota vang
bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan
COVID-19, penerapan protokol pencegahan penularan CQOVID-19 serta penerapan
tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek
kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi,

penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi,
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workshop, lokakarva, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara

virtual berbasis teknologi informasi.

Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis,
sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat
dilaksanakan secara virtual berbasis izknologi informasi dengan pertimbangan
antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknolozi dan infomasi,
pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis,
sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat
dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan
COVID-19.

h) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yvang berada dalam penguasaan
pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman paca
daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai  dengan ketentuan peraturzn
perundang-undangan.

i) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah vang dikuasai

Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—undangan

j) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilzi {(PPN),
Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lala Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi

perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

k) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi
banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri,
dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dipatasi serta
memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan
dengan substansi kebuakan Pemenmah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi

banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I) Penganggaran belanja perjalanan  dinas  harus memperhatikan  aspek
pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya umtuk
hal-ha! sebagai berikut :

(1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen
sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur,
bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi
madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasiiitas
setingkat pejabat pimpinan tir.ggi madya.

(2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

(3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.




Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel
atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya
penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempzt
tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan

secara lumpsum.
(41 Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

(5) Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR test/swab 1es7)
sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19).
Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut
termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas
dimaksud ditetapkan dengan- Peraturan Kepala Daerah.

m)Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual . kepada
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masvarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub
kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan “visi dan misi Kepala Daerah yang
tertuang dalam RPD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belamja

barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangar.

Pengadaan belanja barangfjasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak
lain‘masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar
harga beli/bangun barang/jasa yang -akan diserahkan kepada pihak ketiga/pitak
lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan
pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

n) Uang yang diberikan kepada pihak ketiga!pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam

rangka:

1) hadiah yang bersifat perlombaan;

2) penghargaan atas suatu prestasi;

3) beasiswa kepada masyarakat,

4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik
Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional
dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundzng-

undangan; dan/atau

5) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentvan peraturan

perundang-undangan.




331 Belanja Bunga
Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga
utang yang dihitung atas ke'wajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga

utang obligasi.

Pemerintah Daerah vang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan
pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2023 pada SKPD sclaku SKPKD can

dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada

unit SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

4) Belanja Subsidi
Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun
Anggaran 2023 agar harga jual produksi atan jasa yang dihasilkan oleh badan usaha
milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undzngan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar
masyarakat.

Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik
swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran
2023, harus terlebih dahulu dilakukan audit keuangan dengan tujuan tertentu olek
kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Audit keuangan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut
sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi.

Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan
material atas penggunaar. subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan

pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah.

Pemerintzh Daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahur

Anggaran 2023 pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub

rincian objek.

5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a) Belanja hibah
Belanja hibah berupa uang, barang, atan jasa dapat dianggarkan dalam APBD
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali

ditentukan lain sesuai dengan ketentuar. peraturan perundang-undangan.
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Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemenntah Daerah lainnya,
badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah

ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan
dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam
mendukung  terselenggaranya  fungsi pemerintahan, pembangunan,  dan
kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan

manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
(1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
(2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;

(3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

(a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan

peraturan perun_dang-undangan;

dan/atau
(b) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan

(5) memenuhi persyaratan penerima hibah. Selanjutnya, belanja hibah juga berupa
pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di
DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Besaran penganggaran belanja bantuan keda.ugan kepada partai politik
dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Belanja Bantuan Sosial
Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam
APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan,
km@i ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk mcngénggarkan pemberian bantuan kepada
individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus
menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya

resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa
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bantuan sosial dapat ciberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah

lepas dari resiko sosial.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang
program, kegiatan dar sub kegiatan Pemerintaa Daerah dicantumkan dalam RKPD
Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dan
calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan iw, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam
rangka menunjang orogram, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah
dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD
atas usulan tertulis deri calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan

lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2023
mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara p_eng:hggaran, '
pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring
dan evaluasi hibah can bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Hibah dzlam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan
diserahken kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan
yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah,
dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan

dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

b. Belanja Modal -
Belanja modzl digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kritena:

1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan

3) batas min‘mal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisesi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Nilai aset
tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau
bangun aset ditambah szluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset

sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

.}\EBL-I,-‘.\K'.\N UMUMAPBD PROVINSIEPAPUA HARAT




KEB

1) Pemnerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun

Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang

terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi
daerah.

2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

a)

b)

c)

d)

belanja modal tanah;
belanja modal tanan digunakan - untuk menganggarkan tanah yang diperoleh

dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah
dan dalam kondisi siap dipakai.

belanja modal peralatan dan mesin;

belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan
dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris
kaotor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih

dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

belanja modal bangunan dan gedung;

belanja modal gedung dan bangunan digunakan "untuk menganggarkan gedung
dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan
maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam
kondisi siap dipakai.

belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untux menganggarkan jalan,
jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasijang dibangun oleh
Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan
dalam kondisi siap dipakai.

Belanja modal aset tetap lainnya,

Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap
lainnya mencakup aset tetap“ yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok
aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk
kegiatan operasicnal Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Belanja modal aset tidak berwujud;
Belanja modal aset tidak berwujud digunakan antuk menganggarkan aset tetap
yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya

sesuai dengan nilai tercatatnya.

3) Segala biaya Yyang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya

rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan

memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang
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akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau
peningkatan kinesja dianggarkan dalam >elanja modal sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-ur.dangan.

4) Penganggaran pengadazn tanah untuk kepentingan umum sesual dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan barang milik dzerah dilakukan sesuai dengan kemampuan
keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan
terbuka, bersaing. adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaan penzadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada
perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan
barang milik daerah yang disusun denzan memperhatikan kebutuhan pelaksznaan
tugas dan ‘fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya,
perencanaan kebutunan barang milik daersh merupakan salah saiu dasar bagi SKPD
dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baraﬂg ‘milik daerah yang
baru (new initiaiive) dan angka dasar (baselin) serta penyusunan RKA-SKPD.
Perencanaan kebutuhar barang milik Zaerah dimaksud berpedoman pada standar
barang, standar kebutuhan dan/atan standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh

Kepala Daerah sesuai dengan ketentuar. peraturan perundang-undangan.

‘Pengadaan barang milik daerah dimzksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai
dengan standarisasi sarana dan prasarepa kerja Pemerintah Dacrah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemelizaraan
gedung atau bangunan. dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan
dinas, saruan biaya pemeliharaan kendaraén d'ma_s dan satuan biaya pemeliharaan'

sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Tidak Terduga

KEBILARANUMUMAPBED PROVINSE PAPUA BARAT :

Belanja tidek terduza merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan
mendesak vang tidak éapat diprediksi sebelumnya serta pengémbalian atas kelebihan
pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan secara memadai dengan
mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak
dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah
lainnya yeng apabilz ditunda akan m=nimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.
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Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun
sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah

yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

1) bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3) kerusakan sarana/prasarana yang dapal mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperiuan mendesak, meliputi:
1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum
tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat
diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang
lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, psngeluaran untuk mendanai:
1) keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau
kejadian luar  biasa, digunakan  sesuai dengan ketentuan  peraturan

perundangundangan;

2) keperluan mendesak; dan/atau
3) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun

sebelumnya;

yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia  anggarannya,
diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan

lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

2) memanfaatkan kas yang ters:edia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan
dalam Perubahan DPA-SKPD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk
selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahur
Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
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menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

d. Belanja Transfer
Belapja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kzpada
Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dirinci atas jenis:
1) Belanja Bagi Hasil
Belanja bag: hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

a) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota Kebijakan penganggaran

belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah
kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan

perundané—undangarl.

Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah
kabupaten/kota di wilayah provinsi j(ang bersangkutan dengan ketentuan sebagai
berikut:

(1) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);

(2) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada
kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);

(3) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70%
(tujuh puluh persen); dan

(4) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten'kota
sebesar 50% (lima puluh persen).
Khusus untuk penerimaan PajaklAir Permukaan dari sumber air yang berada
hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air:
Permukaan dimaksud disérahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan
sebesar 80% (delapan puluh persen).

Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada
pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan
daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang
digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atan dikurangi
dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hesil sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD Tahun
Anggaran 2023 dan diuraikan menurut objek, rincian objek. dan sub rinc:an

objek pada SKPD selaku SKPKD.

Selanjutnya, belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci |
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Selanjutnya, penzanggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut

memperhitungkan rencana pendapaten paiak daerah pada Tahun Anggaran "'2023.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dapat dilakukan setiap bulan

berikutnya sesuai dengan hasi] penerimazn pajak daerah provinsi.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianzgarkan sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah setelati memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan
urusan pemerintahan pilihan seria alokasi belanja vang diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peratuan

perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada caerah lain dalam rangka kerfa sama

daerah, pemerataan peningkatan kema-puan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalem rangka memberikan manfaat begi

pemberi dan/atan penerima bantuan ksuangan.
Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

a) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;

b) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/koia;

¢) bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahmya
dan/atau daeras kabupaten/kota di luzr witayahnye;

d) bantuan kevangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah
provinsi lainnya; dan/atau-

e) bantuan keuzngan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan
yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah
Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi
kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah,
indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks

pembangunan manusia.

Selanjutnya, bantuan keuangan yang be-sifa- khusus peruntukannya ditetapkan oleh
Pemerintah Dasrah pemberi bantuan dan pergelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada
penerima bantuan yang digunzkan untuk membantu capaian kinerja program pnontas

Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan penerima bantuan.




Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana
pendamping dalam APBD atau anggaran sendapatan dan belanja desa penerima

bantuan.

Pemerintah kabupaten/kota harus menganggzarkan alokasi dana untuk desa yang
diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa
dalam APBD  kabupaten/kota  Tahun  Anggaran 2023  untuk membiayai
_penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakztan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan
keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan kcuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan
dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD

5) Surplus/Defisit APBD

a. Surplis ata-u defisit APBD adalah selisih an'ara anggaran pendapatan dacrah dengan
anggaran belanja daerah.

b. Dalam hal APBD diperkirakan surpius, penggunaan surplus tersebut diutamakan
untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian
pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan
belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial
tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar
masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait denga.n
tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

c. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan
pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih
perhifungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil
‘penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan/atau
penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

d. Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal defisit APBD
Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan
posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan
setiap semester Tahun Anggaran 2023. Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud,
dapat dilakukan penundaan atas penyzluran dana perimbangan.
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6) Pembiayaan Daerah

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sertadidalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 77 Tahur 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah adalah sebagat berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan

» Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)
harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional  dengan
mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam
rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023
yang tidak dapat didanai akibat ticak tercapainya SILPA yang direncanakan.
Selanjutnya SILPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek
sumber SILPA Tahun Anggaran 2023.

= Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yan;g bersumber dari
pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai peraturan daerah
tentang pembentakan dana cadangan.

» Penerimaan kembali dana berguli- dianggarkan dalam APBD pada akun
pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali
investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir
dari kelompok masyarakat penerima.

» Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan
perundang-undangan dibidang pinjaman daerah.

b. Pengeluaran Pembiayaan

* Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pcmérintah daerah dapat menganggarkan
investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118
ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah. Penganggaran dana bergulir dalam APBD pada akun
pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, -jenis penyertaan
modal/investas: pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana
bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.

= Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/dacrah dan/atau
badan usaha lzinnya ditetapkan dengan peraturan d'.aerah tentang Penyertaan Modal.
Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalem
peraturan daerah penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan
peraturan dacrah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut
belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan
daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menamtah
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jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan
dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah
melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

« Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan
penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk
memperkuat - struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih
berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Penambahan penyertaan modal dilengkagi
dengan analisis inﬁestasi, khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah
dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna memenuhi Capital
Adequacy Ratio (CAR) sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.

« Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan
Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada
b_ank perkreditan rakyat milik pemerintéh d-aerah sesuai .dengan peraturan
perundang-undangan. '

= Jumlah pcmbiayaan neto harus dapat menutup defisit ang'garan sebagaimana
diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 dan
Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Négeri Nomor 21 Tahun
2011.

¢. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

« Pemerintah dacrah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun
Anggaran 2023 bersaldo Nihil.

* Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA
Tahun Berjalan positif, pt:merintahr daerah harus memanfaatka:myg umntuk
penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume
program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran
pcmbiayaa_}:.

« Dalam hal perhitingan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah
melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang
bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang
kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

423 [Estimasi Belanja Daerah

Estimasi total belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2023 mencapai
Rp. 8.222.106.030.117,00 atau mengalami Kenaikan sebesar Rp. 62.658.055.801,00 atau
0,76% dari total belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.
8.284.764.085.918,00
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Tabel 8 Perkiraan Belanja Daerah Tahun Ang

BELANJA OPERAST

i s. l.()lu Belanjé Pegawai

5.1.03 Belanja Hibah

Bélanja ‘Bantian: Sés’i'al

“BELANJA MODAL

Belanja Modal Jalm, .Ia.nngan dan Irigasi

i 'n

G

100.000.000.000,00

JUMLAH BEELANJA £.222.106.030.117,00

4.3 Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah didefinisikan sebagai semua
penerimaan yang perlu dibayar tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya. Pemblayaan dlbagt menjadi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran
pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu d:bayar kembali
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya,
sedangkan pcngcluaran pemblayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

" Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk
memanfaatkan surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber penerimaan
pembiayaan untuk menutup defisit tersebut diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih
perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan
kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaa.n kembali pemberian
pinjaman ataa penerimaan piutang. Sedangkan ketika APBD diperkirakan surplus, diutamakan
untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman

kepada pemerintah pusat/daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.
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4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Penerimaan Pembiayaan

1) Penganggaran Sisa Lebih Perhihingan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) harus
didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan
perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan
adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak
tercapainya SILPA yang direncanakan. Selanjutnya SILPA dimaksud harus diuraikan pada
obyek dan rincian obyek sumber SILPA Tahun Anggaran 2022.

2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan
dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai Peraturan Daerah tentang
Pembentukan Dana Cadangan.

3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun »embiayaan,
kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi.
pemerintah daerah, obyek- dana bergﬁlir dan rincian obyek dana bergulir dari
kelompok masyarakat penerima.

4) Pemerintah daerah dapat' melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan
perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

Penerimaan pembiayaan di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 pada dasarnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SILPA) Tahun Anggaran 2022. Pembiayaan penerimaan dalam Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 digunakan untuk menghitung perkiraan
pembiayaan netto setelah memperhitungkan besamnya pembiayaan pengeluaran Tahun
Anggaran 2022. Sisa lébih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu mencakup sisa dana untuk
mendanai kcgiataﬁ lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target
pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang betum terselesaikan sampai akhir

tahun anggaran.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2023 diestimasikan sebesar Rp.
630.999.999.938,00 dengan Pengeluaran Pembiayaan pada penyertaan modal daerah sebesar
Rp. 50.000.000.000,00 sehingga Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.
$80.999.999.938,00.

Tabel 9 Estimasi Pembiayaan APBD Papua Barat TA 2023
UDRATAN = ) APBD 2023

i - I || SRR (SRR e ! LW T L ;_I

jumlah Penerimaan Pembiayaan 630.999.999.938,00

l
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6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 50.000:000:000:00

6.2.02 Penyertaan Moda! Daerah - $0,000.000.000,00
]umlhh Penge]uaran Pcmb:ayaan SWOW@*

Pemblavaan Netto 1 580.999. 99" 938 un

—— A T

SE;LEﬁEfP‘ cAfayaan Anggaran Daérah Tatiun Berkenaan

432 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Provinsi Papua Barat antara lain:

1) Penvertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik daerah dan/atau
badan usaha lainnya dltctapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan
modal.

2)  Pemerintah daerah akan menambah mocal yang disetor dan/atau melakukan
penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih
berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor
perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan pcnyertaaﬂ modal
dimaksud guna memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagaimana
dipersyaratkan oleh Bank Indones:a.

3)  Dalam rangka meningkatkan akses pembiayazn bagi Usaha Masyarakat Kecil
dan Menengah (UMKM), pemerintah dacrah dapat melakukan penyertaan
modal kepada bank perkreditan rekyat milik pemerintah daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Jumlahr pembiayaan reto harus dapal menutup defisit anggaran sebagaimana
diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat
(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

433 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerab dan Prioritas Pembangunan Nasional
Tahun 2023

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun
2023 dapat disajikan pada tabel 10 sebagai berikut :
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Tabel 10 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Percepatan Penghapusan
Kemiskman Ekstrim
Penmgkatan Kualitas . SDM: -
Kesehatan dan Pendidikan
‘Penanggulangan :
‘Pangangguran disertai dengan
Peningkatan DecentJob '
‘Mendorong Pemullhan Dunia
Usaha o
Re\ntahsaﬂ Industri- dan
penguatan riset terapan
Pembangunan Rendah Karbon
\dantransisienergi
‘Percepatan. Infrastru ktur
' Dasar: air bersih dan sanitasi.
‘Pembangunan’  Ibu . Kota
Nusantara®)
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Demikian Kzbijakan Umum APBD P-ovinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2023 ini
disusun untuk di»ahas dan disepakati bersama, sebagai dasar dalam penvusunan Prioritas dan
Plafon Anggarar. Sementara (PPAS) dan penvusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi

Papua Barat tentanz APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2023.

Manokwari, 21 November 2022

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

Drs. PAULUS WATERPAUW, M.Si
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